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ABSTRAK
Pendidikan formal wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban
anak usia 7-12 tahun untuk memperoleh pendidikan dasar, usia 13-15
tahun untuk pendidikan menengah, dan usia 16-18 tahun untuk
pendidikan atas. Tahun 2015, terjadi kesenjangan di Provinsi Jawa
Timur pada salah satu indikator pendidikan formal yaitu angka putus
sekolah yang mengakibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
kesulitan dalam menangani masalah pendidikan. Oleh karena itu perlu
melakukan pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
guna mengetahui kelompok-kelompok kabupaten/kota mana yang
membutuhkan perbaikan masalah pendidikan. Pengelompokan
dilakukan dengan menggunakan metode Cluster Hierarchy. Dari
analisis didapatkan kesimpulan bahwa kondisi indikator pendidikan
formal wajib belajar 12 tahun pada setiap kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Timur masih tidak seimbang, sehingga ada beberapa
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang masih terjadi
permasalahan mengenai pendidikan. Analisis pengelompokan
didapatkan pada jenjang SD terbentuk 5 kelompok dengan
menggunakan metode average linkage. Pada jenjang SMP terbentuk 4
kelompok dengan menggunakan metode Ward. Sedangkan pada jenjang
SMA terbentuk 5 kelompok dengan menggunakan metode complete
linkage.
Kata Kunci : Analisis Cluster Hierarchy, Dinas Pendidikan Provinsi
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ABSTRACT
Formal education is a 12-year compulsory obligation of 7-12
year olds to primary education, age 13-15 years for secondary
education, and 16-18 for upper education. In 2015, there was a gap in
East Java province on one indicator of formal education that school
dropout rates resulted East Java Provincial Education Office difficulty
in handling the problems of education. Thereforeneed to do grouping
districts or cities in East Java province to determine the groups of
districts or cities where the need of improvement of education issues.
Grouping is done by using the Cluster Hierarchy. From the analysis
concluded that the condition of compulsory formal education indicators
12 years in each district or city in East Java province is still not
balanced, so there are some districts or cities in East Java province
which is still going on problems concerning education. Clustering
analyzes obtained at primary school level is formed 5 groups using
average linkage method. At the junior high level formed four groups
using Ward method. While at the high school level is formed 5 groups
using the complete linkage method.
Keywords : Analysis of Cluster Hierarchy, Formal Education
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Pendidikan formal adalah segala bentuk pendidikan atau
pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi. Wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban
anak usia 7-12 tahun untuk memperoleh pendidikan dasar, usia
13-15 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan usia 16-18
tahun untuk pendidikan menengah atas (Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa, 2016). Pendidikan dapat menentukan
kualitas sumber daya manusia. Semakin bagus kualitas
pendidikan akan semakin menentukan arah perbaikan kualitas
sumber daya manusianya. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan
penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun
kualitas kehidupan sosial ekonomi penduduk suatu daerah.
Adanya pendidikan yang memadai diharapkan akan dapat
merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju. Upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang
pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah dengan
melakukan akreditasi sekolah, standardisasi sekolah, dan wajib
belajar 12 tahun (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
2015).
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang
memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak yaitu 29
Kabupaten dan 9 Kota. Besarnya wilayah di Provinsi Jawa Timur
menyebabkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kesulitan
dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan dikarenakan tidak
meratanya kondisi pendidikan formal wajib belajar 12 tahun. Hal
ini dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat
kesenjangan angka putus sekolah di setiap kabupaten/kota
Provinsi Jawa Timur. Pada jenjang SMP terdapat lima
kabupaten/kota dengan angka putus sekolah tertinggi adalah
Kabupaten Ngawi sebesar 8,58 persen, Kabupaten Sumenep
2sebesar 6,97 persen, Kabupaten Bojonegoro sebesar 5,98 persen,
Kabupaten Pamekasan sebesar 4,70 persen, dan Kabupaten
Jember sebesar 4,34 persen. Sebaliknya, terdapat 5
kabupaten/kota dengan angka putus sekolah jenjang SMP sebesar
nol persen yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sidoarjo, Kota
Kediri, Kota Pasuruan, dan Kota Batu. Sementara itu, 5
kabupaten/kota dengan angka putus sekolah jenjang SMA
tertinggi yaitu terdapat di Kabupaten Pamekasan sebesar 5,6
persen, Kabupaten Lamongan sebesar 4,41 persen, Kabupaten
Sumenep sebesar 4,06 persen, Kabupaten Situbondo sebesar 3,16
persen, dan Kabupaten Tuban sebesar 3,07 persen. Sebaliknya,
terdapat 11 kabupaten/kota dengan angka putus sekolah jenjang
SMA sebesar nol persen yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten
Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten
Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Mojokerto,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, dan
Kota Batu. Secara umum, angka putus sekolah jenjang SD di
Provinsi Jawa Timur tahun 2015 hampir tidak ada anak putus
sekolah, namun pada jenjang SMP dan SMA masih terdapat
siswa yang putus sekolah yaitu sebesar 2,60 persen dan 1,50
persen. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016).
Kajian mengenai masalah pendidikan telah dilakukan
sebelumnya oleh Pramana (2015) dengan menggunakan metode
cluster hierarchy, yang menyebutkan bahwa Kabupaten Sampang
merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
yang memiliki masalah pendidikan dengan 9 indikator pendidikan
formal wajib belajar 12 tahun yaitu Angka Partisipasi Murni
(APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka putus sekolah,
angka mengulang, angka lulusan, rasio siswa dan ruang belajar,
rasio kelas dan ruang belajar, rasio siswa dan guru, serta rasio
siswa dan sekolah. Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi
murni di Kabupaten Sampang yang diperoleh belum mencapai
target nasional yaitu 100 persen dan nilai keragaman di setiap
kecamatan tinggi sehingga penyebaran pendidikan belum merata
atau belum homogen. Rasio siswa dan ruang belajar, rasio kelas
3dan ruang belajar, rasio siswa dan guru, rasio siswa dan sekolah
belum merata karena rentang maksimum dan minimum yang
terlalu tinggi sehingga di setiap kecamatan untuk indikator
pendidikan belum merata. Faktor yang terbentuk pada jenjang
pendidikan SD/sederajat di Kabupaten Sampang berdasarkan
indikator pendidikan didapatkan 2 faktor yaitu faktor tingkat
angka partisipasi dan pengaruh akademik sekolah serta faktor
rasio keberadaan siswa berdasarkan fasilitas sekolah, dengan
pengelompokan kecamatan yang optimum sebanyak 3 kelompok
menggunakan metode complete linkage sebagai metode terbaik.
Pada jenjang pendidikan SMP/sederajat terbentuk 4 faktor yaitu
faktor penunjang lulusan siswa, faktor tingkat ekonomi siswa,
faktor infrastruktur sekolah, dan faktor tingkat mengulang siswa,
dengan pengelompokan kecamatan yang optimum sebanyak 5
kelompok menggunakan metode average linkage sebagai metode
terbaik. Jenjang pendidikan SMA/sederajat terbentuk 3 faktor
yaitu faktor sumberdaya pembangunan sekolah, faktor daya
bersaing siswa, dan faktor sarana kelas, dengan pengelompokan
kecamatan yang optimum sebanyak 5 kelompok menggunakan
metode complete linkage sebagai metode terbaik. Selain itu,
kajian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Ardhanacitri
(2013), dimana terdapat variabel IPM sebagai variabel respon dan
12 variabel prediktor yaitu PDRB, APM jenjang SMP, APM
jenjang SMA, APK jenjang SMP, APK jenjang SMA, angka
murid mengulang jenjang SMP, angka murid mengulang jenjang
SMA, angka lulusan SMA, rasio kelas dan ruang belajar jenjang
SMA, rasio murid dan guru jenjang SMP, pendidikan tertinggi
penduduk yang ditamatkan SD, dan kepadatan penduduk jawa
timur. Hasil yang didapatkan yaitu varian dari angka partisipasi
murni dan kasar untuk tingkat SMP dan SMA cukup tinggi
sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran untuk angka
partisipasi murni dan kasar di setiap wilayah Provinsi Jawa Timur
berbeda. Hal ini juga terlihat dari hasil variabel pendidikan
dimana terjadi perbedaan variabel pendidikan yang berpengaruh
dengan variabel respon antar kabupaten dan Kota di Provinsi
4Jawa Timur dimana terdapat 4 kelompok pemetaan pendidikan
yang berpengaruh dengan variabel respon yaitu tingkat
pendidikan.
Untuk menyelesaikan masalah pendidikan formal wajib
belajar 12 tahun, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu
melakukan pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur guna mengetahui kelompok-kelompok kabupaten/kota
mana yang membutuhkan perbaikan masalah pendidikan.
Pengelompokan dilakukan dengan menggunakan metode Cluster
Hierarchy yang merupakan suatu metode pengelompokan obyek
yang memiliki kesamaan karakteristik.
1 (Ardhanacitri, 2013) (Pramana, 2015)
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa
Timur, pada tahun 2015 angka putus sekolah di setiap
kabupaten/kota tidak merata. Hal tersebut dibuktikan dengan
adanya kesenjangan angka putus sekolah di setiap kabupaten/kota
yang mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui kelompok-
kelompok kabupaten/kota yang memerlukan penyelesaian
masalah pendidikan formal wajib belajar 12. Sehingga perlu
dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki kondisi
pendidikan yang sama, dengan demikian permasalahannya adalah
bagaimana pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan
pendidikan formal wajib belajar 12 tahun di Provinsi Jawa Timur
untuk mengetahui kelompok mana saja yang perlu perbaikan.
1.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah
mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
berdasarkan indikator pendidikan formal wajib belajar 12 tahun
menggunakan metode Cluster Hierarchy pada setiap jenjang
pendidikan.
51.4 Manfaat
Kajian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu dapat
dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui kabupaten/kota
yang memiliki kondisi pendidikan yang sama berdasarkan
indikator pendidikan formal wajib belajar 12 tahun agar dapat
dilakukan penyelesaian masalah pendidikan.
1.5 Batasan masalah
Batasan kajian yang digunakan adalah indikator pendidikan
formal wajib belajar 12 tahun pada siswa pendidikan Sekolah
Dasar dengan usia 7-12 tahun, Sekolah Menengah Pertama
dengan usia 13-15 tahun, dan Sekolah Menengah Atas dengan
usia 16-18 tahun di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2015.




Analisis faktor adalah suatu analisis statistika yang
bertujuan untuk mereduksi dimensi data dengan cara menyatakan
variabel asal sebagai kombinasi linier sejumlah faktor, sehingga
sejumlah faktor tersebut mampu menjelaskan sebesar mungkin
keragaman data yang dijelaskan oleh variabel asal. Analisis faktor
bertujuan untuk menggambarkan hubungan-hubungan kovarian
antara beberapa variabel yang mendasari tetapi tidak teramati
dengan kuantitas random yang disebut faktor (Johnson &
Wichern, 2007).
Vektor random teramati X dengan p buah variabel
komponen, memiliki rata-rata μ dan matriks kovarian Σ. Model
faktor X merupakan kombinasi linier beberapa variabel acak yang
tidak teramati F1, F2, ..., Fm yang disebut sebagai faktor bersama
(common factor) dan ditambahkan dengan ε1, ε2, ..., εp yang
disebut residual (error) atau faktor spesifik (specific factor).
























p ,....,, 21 = vektor rata-rata peubah asal
mFFF ,....,, 21 = faktor bersama (common factor)
ijl = bobot(loading) dari variabel asal ke-i pada faktor
ke-j
8i = faktor spesifik (specific factor) ke-i
m = banyaknya faktor yang dibentuk
p = banyaknya variabel
Bagian dari varians ke-i dari m common factor disebut
komunalitas ke-i yang merupakan jumlah kuadrat dari loading







imiii lllh   (2.2)
Asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis
faktor adalah sebagai berikut.
2.1.1 Uji Kaiser Meyer Olkin (KMO)
Uji KMO digunakan untuk mengetahui apakah semua data
yang terambil telah cukup untuk difaktorkan. Hipotesis dari KMO
adalah sebagai berikut.
H0 : Banyak data cukup untuk difaktorkan
H1 : Banyak data tidak cukup untuk difaktorkan

































rij = korelasi antara variabel i dan j, dimana i = 1, 2, 3, ..., p
dan j = 1, 2, ..., p
aij = korelasi parsial antara variabel i dan j, dimana i = 1, 2, 3,
..., p dan j = 1, 2, ..., p
Jumlah variabel dikatakan layak untuk dilakukan analisis
faktor apabila KMO > 0,5 dan klasifikasinya dapat dilihat pada
Tabel 2.1 (Johnson & Wichern, 2007).
92.1.2 Uji Bartlett Sphericity
Uji Bartlett Sphericity digunakan untuk mengetahui ada
atau tidaknya hubungan antar variabel dalam kasus multivariat.
Jika variabel X1, X2, ..., Xp bersifat independen (saling bebas),
maka matriks korelasi antar variabel sama dengan matriks
identitas (Marsudi & Fithriasari, 2015). Hipotesis pengujian yang
digunakan pada uji Bartlett Sphericity adalah sebagai berikut.
H0 : R = I (tidak terdapat hubungan antar variabel)
H1 : R ≠ I (terdapat hubungan antar variabel)






|R| merupakan determinan dari matriks korelasi, n
merupakan banyaknya sampel, dan p banyaknya variabel. Jika
gagal tolak H0, maka variabel tidak layak untuk dilakukan metode
multivariat terutama metode analisis komponen utama dan
analisis faktor. Jika ditetapkan taraf signifikan sebesar α maka
tolak H0 yang artinya adanya hubungan antar variabel dengan














Analisis Cluster atau pengelompokan merupakan salah satu
teknik statistika yang mengelompokkan obyek-obyek dalam suatu
kelompok. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengelompokkan
obyek-obyek yang memiliki kesamaan dalam satu kelompok atau
Cluster dan yang memiliki perbedaan dengan kelompok lain.
Pada dasarnya, ada dua jenis metode pengelompokan cluster yaitu
metode hirarki dan metode nonhirarki. Namun pada kajian ini
menggunakann metode hirarki sehingga pada bab ini hanya
menjelaskan tentang metode hirarki. Metode hirarki dapat
disajikan dalam diagram pohon atau dendogram, melalui
dendogram ini memungkinkan untuk dilakukan penelusuran
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pengelompokan obyek-obyek, sehingga pengamatan akan lebih
mudah dan lebih informatif. Jarak yang sering digunakan adalah
Euclidian yang dinyatakan sebagai jarak antara observasi ke-i dan
ke-j. Rumus jarak Euclidian dapat disajikan di Persamaan 2.5
(Johnson & Wichern, 2007).





dengan i =1, 2, ....,n dan j =1, 2, ..., p ; i ≠ j
Dimana  ji xxd , merupakan jarak antara dua obyek i
dan j, ikx adalah nilai dari obyek ke-i dengan obyek ke-k dan jkx
merupakan nilai obyek j dengan obyek ke-k. Pada metode hirarki
terdiri dari beberapa metode yang dapat disajikan sebagai berikut.
a. Single Linkage (Jarak Terdekat)
Metode ini dimulai dengan membentuk cluster pertama
dari dua obyek yang mempunyai jarak terdekat dan kesamaan
yang paling besar, begitu juga seterusnya. Pada metode ini, yang
harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan menemukan jarak
terdekat dalam  ikdD  dan menggabungkan obyek-obyek
yang bersesuaian, sehingga dapat dihitung menggunakan rumus
pada Persamaan 2.6.
   jkikkij ddd ,min (2.6)
Dimana ikd dan jkd berturut-turut adalah jarak terpendek
antara cluster-cluster i dan k, dan antara cluster-cluster j dan k
(Johnson & Wichern, 2007).
b. Complete Linkage (Jarak Terjauh)
Pada metode ini seluruh obyek dalam suatu culster
diakitkan satu sama lain pada suatu jarak maksimum. Hampir
sama dengan single linkage, yang harus dilakukan terlebih dahulu
adalah mendefinisikan matrix jarak  ikdD  , sehingga dapat
dihitung menggunakan rumus pada Persamaan 2.7.
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   jkikkij ddd ,max (2.7)
Dimana ikd dan jkd berturut-turut adalah jarak terpendek
antara cluster-cluster i dan k, dan antara cluster-cluster j dan k
(Johnson & Wichern, 2007).
c. Average Linkage (Jarak Rata-Rata)
Pada metode ini dilakukan pengelompokan dimulai
pasangan observasi pada jarak paling mendekati jarak rata-rata
dengan mendefinisikan matrix jarak. Seehingga dapat dihitung
menggunakan rumus pada Persamaan 2.8.
   jkikkij ddaveraged , (2.8)
Dimana ikd dan jkd berturut-turut adalah jarak terpendek
antara cluster-cluster i dan k, dan antara cluster-cluster j dan k
(Johnson & Wichern, 2007).
d. Ward’s Method
Pada metode Ward, jarak antara dua kelompok adalah
jumlah kuadrat antara dua kelompok untuk seluruh variabel.
Metode ini mencoba meminimumkan varians dalam kelompok
dan cenderung digunakan untuk melakukan kombinasi kelompok-
kelompok dengan jumlah kecil. Jika Cluster sebanyak K maka
error sum of square (ESS) sebagai jumlahan dari ESSk atau
1 2 KESS ESS ESS ESS    sehingga untuk menghitung
jarak antara dua Cluster menggunakan metode Ward dapat dilihat
pada Persamaan 2.9.






Dimana ikx merupakan pengukuran multivariat terkait
dengan item i dan k serta x adalah rata-rata dari semua item.
Metode alternatif yang digunakan untuk menentukan
banyaknya kelompok optimum bermacam-macam, salah satunya
adalah Pseudo F-statistic. Pseudo F tertinggi pada beberapa
simulasi menunjukkan bahwa kelompok tersebut mampu
12
memberikan hasil yang optimal, dimana keragaman dalam
kelompok sangat homogen sedangkan antar kelompok sangat
heterogen. Rumus Pseudo F tertulis pada Persamaan 2.10
















































Icdrate (internal cluster dispersion rate) merupakan tingkat
dispersi dalam cluster yang digunakan untuk menentukan kriteria
cluster terbaik (Marsudi & Fithriasari, 2015). Nilai icdrate dapat








SST = total jumlah dari kuadrat jarak sampel terhadap rata-rata
keseluruhan
SSW = total jumlah dari kuadrat jarak sampel terhadap rata-rata
kelompoknya
n = banyaknya sampel
c = banyaknya variabel
p = banyaknya kelompok
ijkx = sampel ke-i pada variabel ke-j dan kelompok ke-k
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jx = rata-rata seluruh sampel pada variabel ke-j
jkx = rata-rata sampel pada variabel ke-j dan kelompok ke-k
R2 = proporsi jumlah kuadrat jarak antar pusat kelompok
dengan jumlah kuadrat sampel terhadap rata-rata
keseluruhan
2.3 Indikator Pendidikan Formal Wajib Belajar 12 tahun
Pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya dan masyarakat. Salah satu memperoleh
pendidikan yaitu melalui pendidikan formal. Pemerintah
menggalakan kualitas/mutu pendidikan lebih baik dengan
menerapkan wajib belajar pada setiap siswa-siswi. Wajib belajar
adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan wajib belajar 12 tahun,
anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dengan
mengikuti pendidikan formal mulai sekolah dasar/sederajat
hingga lulus SLTA/SMK sederajat. Adapun beberapa indikator
pendidikan formal wajib belajar 12 tahun sebagai berikut
(Soedijarto, 2008).
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kriteria semakin tinggi APK berarti makin banyak
penduduk usia sekolah yang bersekolah di satuan pendidikan.
Nilai APK yang baik mendekati 100 persen. Apabila nilai berada
di atas 100 persen maka terjadi banyaknya siswa yang terlambat
masuk sekolah. Kegunaan untuk mengetahui banyaknya
penduduk yang bersekolah di satuan pendidikan pada daerah
tertentu.
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2. Angka Partisipasi Murni (APM)
Kriteria semakin tinggi APM berarti makin banyak dan
tepat anak usia sekolah yang bersekolah di tingkat pendidilkan
tertentu di suatu daerah. Idealnya adalah 100 persen, bila lebih
besar dari 100 persen karena adanya siswa usia sekolah dari luar
daerah, kota maupun perbatasan. Kegunaan untuk mengetahui
banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di daerah yang
sesuai dengan usia sekolah di suatu jenjang pendidikan.
3. Angka Putus Sekolah
Kriteria semakin rendah nilainya berarti semakin baik,
idealnya adalah 0 berarti tidak ada siswa yang putus sekolah.
Kegunaan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah
di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangan.
4. Angka Mengulang
Kriteria semakin rendah nilainya berarti semakin baik,
idealnya adalah 0 persen berarti tidak ada siswa yang mengulang.
5. Angka Lulusan
Kriteria semakin tinggi nilainya berarti semakin baik. Nilai
idealnya adalah 100 persen menunjukkan siswa telah lulus dari
suatu jenjang pendidikan yang sesuai.
6. Rasio Murid dan Guru
Kriteria semakin tinggi nilai rasio murid dan guru
menunjukkan semakin padat siswa di kelas atau semakin padat
jadwal mengajar guru terhadap siswa di kelas.
7. Rasio Murid dan Sekolah
Kriteria semakin tinggi nilai rasio murid dan sekolah
menunjukkan semakin banyak jumlah yang bersekolah sesuai





Sumber data yang digunakan pada kajian ini adalah data
sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur yang bertempat di Jl. Gentengkali No. 33, Surabaya, Jawa
Timur tahun 2015, pada bulan Maret 2017. Adapun surat
perizinan pengambilan data dan surat pernyataan keaslian data
secara berurutan dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 10.
Variabel yang digunakan untuk mengelompokkan
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kondisi
pendidikanyang sama yaitu variabel indikator pendidikan formal
wajib belajar 12 tahun. Data indikator pendidikan formal wajib
belajar 12 tahun jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat secara
berurutan dapat dilihat pada Lampiran 1.A, 1.B, dan 1.C. Berikut
adalah definisi operasional dari variabel yang digunakan pada
kajian ini. Penjelasan definisi operasional lebih lanjut dapat
dilihat pada subbab 2.3.
1. Angka Partisipasi Kasar (X1) merupakan persentase dari
perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah pada
jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok
usia sekolah yang sesuai.
2. Angka Partisipasi Murni (X2) adalah persentase dari
perbandingan antara jumlah siswa dengan penduduk usia
sekolah yang sesuai.
3. Angka Putus Sekolah (X3) yaitu persentase dari
perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan
jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan
jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya.
4. Angka Mengulang Kelas (X4) adalah persentase
perbandingan antara jumlah siswa mengulang pada tingkat
dan jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada
tingkat dan jenjang yang sesuai tahun ajaran sebelumnya.
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5. Angka Lulusan (X5) merupakan perbandingan antara
jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa
tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai.
6. Rasio Murid/Guru (X6) yaitu perbandingan antara jumlah
murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan
tertentu.
7. Rasio Murid/Sekolah (X7) merupakan perbandingan antara
jumlah murid dengan jumlah sekolah pada jenjang
pendidikan tertentu.
Rangkuman variabel yang digunakan dalam kajian ini
dapat dilihat pada Tabel 3.1, sedangkan manajemen data yang
digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2.
Tabel 3.1 Variabel Penelitian
Variabel Keterangan Skala
X1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Rasio
X2 Angka Partisipasi Murni (APM) Rasio
X3 Angka Putus Sekolah (DO) Rasio
X4 Angka Mengulang Kelas Rasio
X5 Angka Lulusan Rasio
X6 Rasio Murid/Guru Rasio
X7 Rasio Murid/Sekolah Rasio




X1 X2 X3  X7
1 X11 X12 X13  X17
2 X21 X22 X23  X27
     
38 X381 X382 X383  X387
Dengan i = kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (i = 1,
2, 3, ..., 38) dan j = Variabel indikator pendidikan formal wajib
belajar 12 tahun (j = 1,2, ..., 7).
3.2 Langkah Analisis
Langkah-Langkah analisis yang akan dilakukan dalam
kajian ini adalah sebagai berikut.
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1. Mendeskripsikan data berdasarkan data indikator
pendidikan formal wajib belajar 12 tahun di kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Timur.
2. Melakukan uji kecukupan data indikator  pendidikan
formal wajib belajar 12 tahun di kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Timur menggunakan uji Keiser Mayer Olkins
(KMO).
3. Melakukan uji Bartlett untuk mengetahui ada atau tidaknya
hubungan antar variabel pada data indikator  pendidikan
formal wajib belajar 12 tahun di kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Timur.
4. Menganalisis nilai eigenvalues menggunakan scree plot
dan proporsi varians untuk menentukan banyaknya faktor
pendidikan formal wajib belajar 12 tahun yang terbentuk di
setiap jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/sederajat di
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Menganalisis nilai loading factor menggunakan rotasi
komponen matriks untuk menentukan variabel indikator
pendidikan formal wajib belajar 12 tahun yang masuk ke
masing-masing faktor yang terbentuk.
6. Menghitung nilai Icdrate (Internal Cluster Dispersion
Rate) untuk membandingkan dan menentukan metode
terbaik, dengan melihat nilai icdrate yang paling tinggi
diantara jumlah kelompok.
7. Melakukan analisis Pseudo F untuk mengetahui jumlah
kelompok yang optimum dari analisis cluster dengan
metode hirarki, dengan melihat nilai Pseudo F yang paling
tinggi diantara metode-metode cluster hierarchy.
8. Melakukan analisis cluster hierarchy pada variabel-
variabel dalam data indikator pendidikan formal wajib
belajar 12 tahun di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
9. Menarik kesimpulan dan saran.
Rangkuman langkah-langkah analisis secara grafis dapat
dilihat dalam diagram alir yaitu Gambar 3.1
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Melakukan analisis faktor, meliputi :
1. Menganalisis nilai eigenvalues
2. Menganalisis nilai loading factor
Melakukan analisis cluster hierarchy :
1. Menghitung nilai Icdrate














Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan
dari indikator pendidikan formal wajib belajar 12 tahun pada
setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur beserta
pengelompokannya. Berikut uraian mengenai karakteristik dan
pengelompokan secara rinci.
4.1 Deskripsi Indikator Pendidikan Formal Wajib Belajar
12 Tahun
Statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran
secara umum karakteristik untuk masing-masing variabel yang
membentuk indikator pendidikan formal wajib belajar 12 tahun
pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun
pembagian karakteristik digolongkan menjadi tiga jenjang
pendidikan formal yaitu sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah
menengah pertama (SMP) sederajat, dan sekolah menengah atas
(SMA) sederajat. Statistika deskriptif indikator pendidikan formal
wajib belajar 12 tahun terlampir pada Lampiran 2.A.
Tabel 4.1 Karakteristik Indikator Pendidikan Formal Jenjang SD Sederajat
Indikator Minimum Maksimum Rata-Rata
Standar
Deviasi
Angka Partisipasi Kasar 106,125 141,805 115,927 9,330
angka Partisipasi Murni 93,740 127,160 100,915 7,689
Angka Putus Sekolah 0,007 0,390 0,073 0,090
Angka Mengulang 0,020 3,380 1,268 0,764
Angka Lulusan 99,540 100,000 99,949 0,108
Rasio Murid dan Guru 7,003 18,855 12,858 2,802
Rasio Murid dan Sekolah 85,892 296,987 164,712 56,654
Tabel 4.1 menunjukkan rata-rata angka partisipasi kasar
jenjang pendidikan SD sederajat di Provinsi Jawa Timur sebesar
115,927% sehingga nilai tersebut melebihi nilai target nasional
yaitu 100%, artinya penduduk usia sekolah di SD sederajat
mencakup anak yang berusia diluar batas usia 7 sampai 12 tahun.
20
Angka partisipasi kasar tertinggi di Kota Blitar sebesar 141,805%
sedangkan terendah di Kabupaten Blitar sebesar 106,125%. Hal
tersebut dikarenakan adanya kasus tinggal kelas atau terlambat
masuk sekolah di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Nilai standar
deviasi dari angka partisipasi kasar di Provinsi Jawa Timur
menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi sebesar 9,33%
mengindikasikan pertumbuhan pendidikan formal jenjang
pendidikan SD sederajat belum merata pada setiap
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Angka partisipasi murni
menunjukkan rata-rata jenjang pendidikan SD sederajat sebesar
100,915% sehingga jenjang pendidikan SD sederajat yang berusia
7 sampai 12 tahun melebihi nilai target nasional angka partisipasi
murni sebesar 100%. Nilai angka partisipasi murni tertinggi
dimiliki oleh Kota blitar sebesar 127,160% sedangkan terendah
dimiliki Kabupaten Sampang sebesar 93,740%. Kota Blitar
merupakan kota yang memiliki angka partisipasi murni tertinggi
karena banyak siswa usia 7 sampai 12 tahun berasal dari luar
daerah masuk ke Kota Blitar. Sedangkan di Kabupaten Sampang
memiliki nilai angka partisipasi rendah dikarenakan masih ada
orang tua yang berwawasan kurang tentang pendidikan sehingga
tidak menyekolahkan anaknya pada pendidikan formal jenjang
SD sederajat atau dikarenakan mengikuti orang tuanya merantau
di luar Kabupaten Sampang sehingga siswa usia 7 sampai 12
tahun pindah ke kabupaten/kota lain untuk bersekolah.
Nilai angka putus sekolah pada jenjang SD sederajat di
Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata sebesar 0,073%
menunjukkan persentase jumlah siswa yang tidak meneruskan ke
kelas SD sederajat berikutnya tergolong rendah, dikarenakan
siswa SD sederajat yang kurang mampu dalam pembiayaan sudah
teratasi dengan adanya bantuan beasiswa. Angka putus sekolah
tertinggi berada di Kabupaten Sampang sebesar 0,390%
sedangkan terendah berada di Kota Surabaya sebesar 0,007%.
Kabupaten Sampang memiliki angka putus sekolah tertinggi
dikarenakan beberapa faktor yaitu menikah usia dini dan
merantau mengikuti orang tuanya di luar  kabupaten/kota. Kota
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Surabaya memiliki angka putus sekolah rendah namun masih ada
siswa yang putus sekolah sehingga Dinas Pendidikan Surabaya
berupaya melakukan peningkatan program wajib belajar 12 tahun
untuk jenjang SD sederajat. Nilai rata-rata angka mengulang di
Provinsi Jawa Timur sebesar 1,268% mengindikasikan ada siswa
yang mengulang di jenjang pendidikan SD sederajat, dengan nilai
tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sampang sebesar 3,380% dan
terendah dimiliki sebesar Kabupaten Sidoarjo 0,020%. Sehingga
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berharap adanya
penurunan angka mengulang dengan menempatkan sektor
pendidikan sebagai sektor prioritas. Angka lulusan menunjukkan
hampir seluruh siswa telah lulus dari jenjang pendidikan SD
sederajat dengan rata-rata sebesar 99,949% karena hampir
mencapai nilai standar kelulusan nasional sebesar 100%. Terdapat
26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa timur yang memiliki angka
kelulusan sebesar 100% artinya siswa telah lulus dari jenjang SD
sederajat, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
berusaha meningkatkan program wajib belajar 6 tahun agar
seluruh siswa Provinsi Jawa Timur lulus 100% pada setiap
kabupaten/kota.
Nilai rata-rata rasio murid dan guru pada jenjang SD
sederajat di Provinsi Jawa Timur sebesar 13 siswa artinya 1 guru
mengajar 13 siswa. Rasio murid dan guru tertinggi berada di
Kabupaten Sidoarjo sebanyak 19 siswa dan terendah berada di
Kabupaten Sumenep sebanyak 8 siswa. Rasio murid dan sekolah
menunjukkan rata-rata banyaknya murid di setiap sekolah
Provinsi Jawa Timur sebanyak 165 siswa. Rasio murid dan
sekolah tertinggi berada di Kota Surabaya sebanyak 297 siswa,
sedangkan terendah di Kabupaten Sumenep sebanyak 86 siswa.
Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 57 menunjukkan
adanya pengaruh pendidikan SD sederajat yang cukup besar,
sehingga pertumbuhan pendidikan formal jenjang pendidikan SD
sederajat belum merata pada setiap kabupaten/kota.
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Adapun karakteristik indikator pendidikan formal pada
jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat
dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan terlampir pada Lampiran 2.B.
Tabel 4.2 Karakteristik Indikator Pendidikan Formal Jenjang SMP Sederajat
Indikator Minimum Maksimum Rata-Rata
Standar
Deviasi
Angka Partisipasi Kasar 94,600 137,590 107,067 11,192
Angka Partisipasi Murni 74,660 116,010 91,219 9,429
Angka Putus Sekolah 0,009 0,690 0,297 0,200
Angka Mengulang 0,009 0,230 0,080 0,063
Angka Lulusan 96,760 100,000 99,039 0,677
Rasio Murid dan Guru 5,163 15,201 10,287 2,242
Rasio Murid dan Sekolah 82,656 431,854 264,482 93,626
Tabel 4.2 menunjukkan angka partisipasi kasar di Provinsi
Jawa Timur pada jenjang SMP sederajat dengan rata-rata yang
tinggi sebesar 107,067% karena melebihi nilai target nasional
yaitu 100%. Hal ini sama halnya dengan nilai angka partisipasi
kasar jenjang SD sederajat, karena penduduk usia sekolah di SMP
sederajat juga mencakup anak yang berusia diluar batas usia 13
sampai 15 tahun. Nilai angka partisipasi kasar tertinggi berada di
Kota Kediri sebesar 137,590% dan terendah berada di Kabupaten
Sampang sebesar 94,6%. Sehingga pemerintah Kota Kediri
melakukan perbaikan program wajib belajar 12 tahun jenjang
SMP sederajat supaya tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Nilai
standar deviasi dari angka partisipasi kasar di Provinsi Jawa
Timur menunjukkan perbedaan yang tinggi sebesar 11,192%
mengindikasikan pertumbuhan pendidikan formal jenjang
pendidikan SMP sederajat belum merata pada setiap
kabupaten/kota. Angka partisipasi murni menunjukkan rata-rata
pada jenjang pendidikan SMP sederajat sebesar 91,219%.
Terindikasi nilai rata-rata angka partisipasi murni jenjang SMP
sederajat belum mecapai nilai target nasional yaitu 100%,
dikarenakan adanya siswa yang pindah sekolah ke provinsi lain.
Nilai angka partisipasi murni tertinggi dimiliki oleh Kota Kediri
sebesar 116,010% sedangkan terendah dimiliki Kabupaten
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Sampang sebesar 74,660%. Kota Kediri memiliki angka
partisipasi murni jenjang SMP tertinggi karena terlihat dari
eksistensi lembaga pendidikan SMP di Kota Kediri relatif lebih
baik dibanding daerah lainnya sehingga mendorong banyak
pelajar dari luar Kota Kediri yang berminat untuk melanjutkan
pendidikan di Kota Kediri. Sebaliknya, Kabupaten Sampang
memiliki angka partisipasi murni jenjang SMP terendah karena
masyarakat Kabupaten Sampang beranggapan bahwa sekolah di
luar Kabupaten Sampang lebih baik dari sekolah di Kabupaten
Sampang sehingga banyak pelajar yang pindah sekolah ke
kabupaten/kota lain.
Mengukur banyak siswa yang tidak lanjut ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi dengan melihat angka putus sekolah,
angka mengulang, dan angka lulusan. Nilai angka putus sekolah
menunjukkan rata-rata sebesar 0,297% artinya jumlah siswa yang
tidak meneruskan ke kelas SMP sederajat berikutnya tergolong
rendah, dikarenakan adanya bantuan beasiswa bagi siswa yang
kurang mampu dalam pembiayaan sekolah. Angka putus sekolah
tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sampang sebesar 0,690%
sedangkan terendah dimiliki Kota Surabaya sebesar 0,009%.
Kabupaten Sampang memiliki angka putus sekolah jenjang SMP
sederajat tertinggi dikarenakan beberapa faktor yaitu menikah
usia dini dan merantau mengikuti orang tuanya di luar
kabupaten/kota. Kota Surabaya memiliki angka putus sekolah
rendah namun masih ada siswa yang putus sekolah sehingga
Dinas Pendidikan Surabaya berupaya melakukan peningkatan
program wajib belajar 12 tahun untuk jenjang SMP sederajat.
Nilai rata-rata angka mengulang jenjang SMP di Provinsi Jawa
Timur juga tergolong kecil yaitu sebesar 0,080%
mengindikasikan masih ada siswa yang mengulang di jenjang
pendidikan SMP sederajat, dengan nilai tertinggi dimiliki oleh
Kabupaten Sampang dan Sumenep sebesar 0,230% dan terendah
dimiliki Kabupaten Magetan sebesar 0,009%. Sehingga Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur berharap adanya penurunan
angka mengulang dengan menempatkan sektor pendidikan
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sebagai sektor prioritas.  Angka lulusan menunjukkan hampir
seluruh siswa telah lulus dari jenjang pendidikan SMP sederajat
dengan rata-rata sebesar 99,039% karena hampir mencapai nilai
standar kelulusan nasional sebesar 100%. Sehingga Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur berusaha meningkatkan program
pendidikan formal wajib belajar 12 tahun pada jenjang SMP
sederajat agar seluruh siswa Provinsi Jawa Timur lulus 100%
pada setiap kabupaten/kota.
Mengukur sarana dan prasarana sekolah dan sumber daya
manusia pembentuk sekolah dengan melihat rasio murid dan guru
serta rasio murid dan sekolah. Rasio murid dan guru  pada jenjang
SMP sederajat, diperoleh rata-rata sebesar 11 siswa yang
menunjukkan 1 guru mengajar 11 siswa. Rasio murid dan guru
tertinggi berada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 16 siswa dan
terendah berada di Kabupaten Sumenep sebanyak 6 siswa. Rasio
murid dan sekolah menunjukkan rata-rata banyaknya murid di
setiap sekolah Provinsi Jawa Timur sebanyak 265 siswa. Rasio
murid dan sekolah tertinggi berada di Kota Kediri sebanyak 432
siswa, sedangkan terendah di Kabupaten Sumenep sebanyak 83
siswa. Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 94
menunjukkan adanya pengaruh pendidikan SMP sederajat yang
cukup besar, sehingga pertumbuhan pendidikan formal jenjang
pendidikan SMP sederajat belum merata pada setiap
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
Tabel 4.3 Karakteristik Indikator Pendidikan Formal Jenjang SMA Sederajat
Indikator Minimum Maksimum Rata-Rata
Standar
Deviasi
Angka Partisipasi Kasar 58,310 119,730 84,495 16,963
Angka Partisipasi Murni 39,010 99,770 69,616 15,905
Angka Putus Sekolah 0,090 1,120 0,613 0,260
Angka Mengulang 0,010 0,300 0,115 0,090
Angka Lulusan 96,960 99,790 98,442 0,667
Rasio Murid dan Guru 3,960 15,010 9,447 2,110
Rasio Murid dan Sekolah 130,370 580,540 331,960 112,918
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Adapun karakteristik indikator pendidikan formal pada
jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat
dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan terlampir pada Lampiran 2.C.
Nilai rata-rata angka partisipasi kasar jenjang pendidikan SMA
sederajat di Provinsi Jawa Timur sebesar 84,495% yang
menunjukkan penduduk usia sekolah di SMA sederajat mencakup
anak yang berusia 16 sampai 18 tahun. Nilai angka partisipasi
kasar tertinggi di Kota Blitar sebesar 119,730% dan terendah di
Kabupaten Sampang sebesar 58,310%. Hal tersebut dikarenakan
masih ada kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Nilai
standar deviasi dari angka partisipasi kasar di Provinsi Jawa
Timur menunjukkan perbedaan yang tinggi sebesar 16,963%
mengindikasikan pertumbuhan pendidikan formal jenjang
pendidikan SMA sederajat belum merata pada setiap
kabupaten/kota. Dilihat berdasarkan angka partisipasi murni di
Provinsi Jawa Timur pada jenjang pendidikan SMA sederajat
menunjukkan rata-rata sebesar 69,616%. Terindikasi nilai rata-
rata angka partisipasi murni jenjang SMA sederajat belum
mecapai nilai target nasional yaitu 100%, dikarenakan adanya
siswa yang belum memperoleh pendidikan formal jenjang SMA
sederajat atau dikarenakan adanya siswa yang pindah sekolah ke
provinsi lain. Nilai angka partisipasi murni tertinggi dimiliki oleh
Kota Kediri sebesar 99,770% sedangkan terendah dimiliki
Kabupaten Sampang sebesar 39,010%. Hal tersebut dikarenakan
masih ada masyarakat yang berfikir bahwa sekolah di
kabupaten/kota tempat tinggalnya kurang baik dibanding sekolah
diluar kabupaten/kota dan ada juga siswa yang ikut orang tuanya
merantau ke kabupaten/kota lain sehingga harus berpindah
sekolah ke kabupaten/kota lain. Nilai standar deviasi dari angka
partisipasi murni juga mengindikasikan pertumbuhan pendidikan
formal jenjang pendidikan SMA sederajat belum merata pada
setiap kabupaten/kota.
Rata-rata angka putus sekolah di setiap kabupaten/kota
Provinsi Jawa Timur tergolong rendah yaitu 0,613% dengan nilai
standar deviasi sebesar 0,260% dikarenakan masih banyak siswa
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di Provinsi Jawa Timur yang meneruskan jenjang pendidikan
SMA sederajat sampai lulus. Angka mengulang siswa di Provinsi
Jawa Timur berbeda-beda, kabupaten/kota yang memiliki angka
mengulang yang paling mendekati angka nol atau ideal yaitu
Kabupaten Ngawi sebesar 0,010% dan angka mengulang tertinggi
di Kabupaten Sampang sebesar 0,300%. Sehingga Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur berharap adanya penurunan
angka mengulang dengan menempatkan sektor pendidikan
sebagai sektor prioritas. Siswa SMA sederajat di setiap
kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur belum ada yang lulus 100%,
dikarenakan rata-rata angka lulusan sebesar 98,442%. Dinas
pendidikan Provinsi Jawa timur berharap pendidikan formal wajib
belajar 12 tahun dapat terus optimal dengan memprioritaskan
sektor pendidikan.
Di dalam sebuah pendidikan formal, tidak asing mendengar
sebutan murid, guru, dan sekolah. Faktor-faktor tersebut
mempunyai hubungan yang erat dengan penunjang pendidikan
formal hingga ditampilkan dalam bentuk rasio untuk mengukur
perbandingan di setiap indikator pendidikan formal jenjang SMA
sederajat. Peranan penting pembentuk sekolah berasal dari
sumber daya manusia yaitu murid dan guru yang terwakilkan
dengan indikator rasio murid dan guru. Setiap 1 guru mengajar
sebanyak 10 siswa. Rata-rata dalam setiap sekolah jenjang
pendidikan SMA sederajat Provinsi Jawa Timur memiliki 332
siswa. Berdasarkan nilai varians yang diketahui, ada perbedaan
signifikan dari setiap kecamatan sebesar 113 sehingga
memberikan pengaruh pendidikan SMA sederajat yang tinggi.
4.2 Pengujian Asumsi Analisis Faktor Indikator
Pendidikan Formal Wajib Belajar 12 Tahun
Hasil deskriptif didapatkan bahwa terdapat variabel yang
memiliki range nilai maksimum dan minimum yang terlalu
tinggi, sehingga menyebabkan penyebaran pendidikan yang tinggi
dan perlu dilakukan pengelompokan. Namun sebelum dilakukan
pengelompokan, perlu dilakukan reduksi variabel dengan
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menggunakan analisis faktor. Dalam analisis faktor perlu
dilakukan pengujian asumsi, yaitu pengujian Kaiser Meyer Olkin
(KMO) dan Bartlett Sphericity.
4.2.1 Pengujian Asumsi KMO Indikator Pendidikan Formal
Wajib Belajar 12 Tahun
Pengujian Kaiser Meyer Olkin (KMO) digunakan untuk
mengetahui bahwa semua data yang diambil sudah cukup untuk
difaktorkan atau tidak. Pengujian asumsi KMO indikator
pendidikan formal wajib belajar 12 tahun pada jenjang SD, SMP,
dan SMA sederajat secara berurutan dapat dilihat pada Tabel 4.4
dan terlampir pada Lampiran 3.A, 4.A, dan 5.A.
Tabel 4.4 Pengujian Asumsi KMO Pada Setiap Jenjang pendidikan




Tabel 4.4 menjelaskan mengenai hasil pengujian KMO
pada indikator pendidikan formal wajib belajar 12 tahun pada
setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD sederajat diperoleh
nilai KMO yaitu 0,683 lebih besar dari 0,5. Sehingga disimpulkan
bahwa data indikator pendidikan formal jenjang SD sederajat
telah cukup untuk difaktorkan. Pada jenjang SMP sederajat
diperoleh nilai KMO sebesar 0,780 lebih besar dari 0,5 yang
artinya data indikator pendidikan formal jenjang SMP sederajat
telah cukup untuk difaktorkan. Sedangkan pada jenjang SMA
sederajat juga diperoleh nilai KMO lebih besar dari 0,5 yaitu
sebesar 0,770. Kesimpulan yang didapatkaan yaitu indikator
pendidikan formal jenjang SMA sederajat telah cukup untuk
difaktorkan.
4.2.2 Pengujian Asumsi Bartlett Sphericity Indikator
Pendidikan Formal Wajib Belajar 12 Tahun
Pengujian Bartlett Sphericity dilakukan untuk mengetahui
ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antar variabel.
Pengujian asumsi Bartlett Sphericity indikator pendidikan formal
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wajib belajar 12 tahun pada jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat
secara berurutan dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan terlampir pada
Lampiran 3.A, 4.A, dan 5.A.
Tabel 4.5 Pengujian Asumsi Bartlett Sphericity Pada Setiap Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan Chi-Square Chi-Square Tabel P-value
SD sederajat 188,152 32,671 0,000
SMP sederajat 202,898 32,671 0,000
SMA sederajat 233,597 32,671 0,000
Hasil pengujian asumsi Bartlett Sphericity pada indikator
pendidikan formal wajib belajar 12 tahun pada setiap jenjang
pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.5. Pada jenjang SD
sederajat menunjukkan bahwa nilai Chi-Square sebesar 188,152
lebih besar dari nilai Chi-Square tabel dan nilai P-value yaitu
0,000 kurang dari nilai alpha sebesar 5%, sehingga disimpulkan
bahwa terdapat hubungan antar variabel indikator pendidikan
formal jenjang SD sederajat. Pada jenjang SMP sederajat
diperoleh nilai Chi-Square lebih besar dari nilai Chi-Square tabel
yaitu sebesar 202,898dan nilai P-value sebesar 0,000 kurang dari
nilai alpha yaitu 5%, yang artinya terdapat hubungan antar
variabel indikator pendidikan formal jenjang SMP sederajat. Pada
jenjang SMA sederajat juga menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antar variabel indikator pendidikan formal jenjang
SMA sederajat. Hal tersebut dikarenakan pada jenjang SMA
sederajat mempunyai nilai Chi-Square yaitu 233,597 lebih besar
dari nilai Chi-Square tabel dan nilai P-value kurang dari nilai
alpha sebesar 5%.
4.3 Analisis Faktor Indikator Pendidikan Formal Wajib
Belajar 12 Tahun
Setelah pengujian asumsi telah terpenuhi, kemudian akan
dilakukan analisis faktor dari indikator pendidikan formal wajib
belajar 12 tahun pada setiap jenjang pendidikan. Analisis faktor
indikator pendidikan formal wajib belajar 12 tahun terlampir pada
Lampiran 3.
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Berikut analisis faktor pendidikan formal jenjang SD
sederajat. Adapun hasil scree plot berdasarkan faktor yang
terbentuk dapat dilihat pada Gambar 4.1.
Gambar 4.1 Scree Plot Indikator Pendidikan Formal Jenjang SD Sederajat
Scree Plot digunakan untuk menentukan banyaknya faktor
yang terbentuk agar dapat mewakili keragaman variabel asli.
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai eigenvalue yang lebih dari
1 pada 7 variabel asli pembentuk indikator pendidikan formal
jenjang SD sederajat dapat diwakili dengan 2 faktor sebesar
75,638%. Sehingga pereduksian sebesar 2 faktor tersebut mampu
menggambarkan korelasi yang terjadi antar variabel pada tiap
faktor. Nilai total variance explained pada jenjang SD sederajat
dapat dilihat pada Lampiran 3.B.
Berdasarkan nilai rotasi komponen matriks, dapat diperoleh
variabel-variabel apa saja yang tereduksi menjadi suatu faktor.
Penjelasan mengenai nilai rotasi komponen matriks pada jenjang
SD sederajat dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan terlampir pada
Lampiran 3.D. Sedangkan penjelasan mengenai nilai komponen
matriks pada jenjang SD sederajat dapat dilihat pada Lampiran
3.C.
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Tabel 4.6 Nilai Rotasi Komponen Matriks pada Indikator Pendidikan Formal
Jenjang SD Sederajat
Variabel Komponen1 2
Angka Partisipasi Kasar -0,017 0,886
Angka Partisipasi Murni 0,202 0,887
Angka Putus Sekolah -0,943 -0,126
Angka Mengulang -0,815 -0,350
Angka Lulusan 0,917 0,072
Rasio Murid dan Guru 0,468 0,470
Rasio Murid dan Sekolah 0,402 0,738
Keterangan :
Yang di-bold mempunyai nilai rotasi komponen matriks (korelasi)
tinggi
Tabel 4.6 menjelaskan rotasi komponen matriks pembentuk
indikator pendidikan formal jenjang SD sederajat yang dipilih
berdasarkan korelasi yang tinggi. Variabel angka putus sekolah,
angka mengulang, dan angka lulusan cenderung memiliki korelasi
cukup kuat sehingga diwakilkan oleh faktor 1. Sedangkan
variabel angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, rasio
murid dan guru, serta rasio murid dan sekolah lebih dapat
dijelaskan oleh faktor 2. Pada faktor 1 diberi nama pengaruh
akademik sekolah, sedangkan faktor 2 diberi nama tingkat angka
partisipasi dan sarana sekolah.
Analisis faktor pada pendidikan formal jenjang SMP
sederajat terlampir pada Lampiran 4. Adapun hasil scree plot
berdasarkan faktor yang terbentuk dapat dilihat pada Gambar 4.2,
yang menunjukkan banyaknya faktor yang terbentuk dari 7
variabel asli pembentuk indikator pendidikan formal jenjang SMP
sederajat, yang diwakili dengan 2 faktor sebesar 80,178% dengan
nilai eigenvalue lebih dari 1. Sehingga didapatkan pereduksian
sebesar 2 faktor mampu menggambarkan korelasi yang terjadi
antar variabel pada tiap faktor. Nilai total variance explained
pada jenjang SMP sederajat dapat dilihat pada Lampiran 4.B.
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Gambar 4.2 Scree Plot Indikator Pendidikan Formal Jenjang SMP Sederajat
Untuk mengetahui variabel indikator pendidikan formal
jenjang SMP sederajat masuk ke suatu faktor, dilakukan analisis
melalui rotasi komponen matriks yang dapat dilihat pada Tabel
4.7 dan terlampir pada Lampiran 4.D. Sedangkan penjelasan
mengenai nilai komponen matriks pada jenjang SMP sederajat
dapat dilihat pada Lampiran 4.C.
Tabel 4.7 Nilai Rotasi Komponen Matriks pada Indikator Pendidikan Formal
Jenjang SMP Sederajat
Variabel Komponen1 2
Angka Partisipasi Kasar 0,204 0,918
Angka Partisipasi Murni 0,217 0,922
Angka Putus Sekolah -0,710 -0,510
Angka Mengulang -0,753 -0,476
Angka Lulusan 0,743 0,444
Rasio Murid dan Guru 0,859 -0,092
Rasio Murid dan Sekolah 0,785 0,399
Keterangan :
Yang di-bold mempunyai nilai rotasi komponen matriks (korelasi)
tinggi
Banyaknya rotasi komponen matriks jenjang SMP sederajat
terdapat 2 faktor. Variabel masuk ke salah satu faktor dengan
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memperhatikan nilai korelasi yang tinggi. Variabel angka putus
sekolah, angka mengulang, angka lulusan, rasio murid dan guru,
serta rasio murid dan sekolah tergolong dalam faktor 1 yang
menjelaskan pengaruh akademik dan infrastruktur sekolah.
Sedangkan variabel angka partisipasi kasar dan angka partisipasi
murni masuk ke dalam faktor 2 yang menjelaskan tingkat angka
partisipasi.
Analisis faktor pada pendidikan formal jenjang SMA
sederajat terlampir pada Lampiran 5. Adapun hasil scree plot
berdasarkan faktor yang terbentuk dapat dilihat pada Gambar 4.3.
Gambar 4.3 Scree Plot Indikator Pendidikan Formal Jenjang SMA Sederajat
Hasil analisis diperoleh bahwa terbentuk 2 faktor baru
sebesar 79,047% sehingga pereduksian sebesar 2 faktor mampu
menggambarkan korelasi yang terjadi antar variabel pada tiap
faktor. Nilai total variance explained pada jenjang SMA sederajat
dapat dilihat pada Lampiran 5.B. Selanjutnya dilakukan rotasi
varimax untuk mencari nilai rotasi komponen matriks agar
memudahkan interpretasi dalam pembagian variabel yang masuk
ke faktor. Adapun nilai rotasi komponen matriks yang terbentuk
dijelaskan pada Tabel 4.8 dan terlampir pada Lampiran 5.D.
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Sedangkan penjelasan mengenai nilai komponen matriks pada
jenjang SMA sederajat dapat dilihat pada Lampiran 5.C.
Tabel 4.8 Nilai Rotasi Komponen Matriks pada Indikator Pendidikan Formal
Jenjang SMA Sederajat
Variabel Komponen1 2
Angka Partisipasi Kasar 0,941 0,176
Angka Partisipasi Murni 0,923 0,298
Angka Putus Sekolah -0,287 -0,880
Angka Mengulang -0,221 -0,910
Angka Lulusan 0,680 0,463
Rasio Murid dan Guru 0,488 0,555
Rasio Murid dan Sekolah 0,660 0,533
Keterangan :
Yang di-bold mempunyai nilai rotasi komponen matriks (korelasi)
tinggi
Hasil nilai rotasi komponen matriks menunjukkan bahwa
variabel angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka
lulusan, serta rasio murid dan sekolah tergolong dalam faktor 1
yang diberi nama penunjang kelulusan. Sedangkan variabel angka
putus sekolah, angka mengulang, serta rasio murid dan guru
tergolong dalam faktor 2 yang diberi nama pengaruh akademik
dan sumber daya pembangun sekolah.
Berikut kesimpulan dari faktor-faktor baru yang terbentuk
pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Faktor-Faktor Baru yang Terbentuk
Jenjang Pendidikan Faktor yang Terbentuk
SD Sederajat
Faktor 1 Pengaruh akademik sekolah
Faktor 2 Tingkat angka partisipasi dan
sarana sekolah
SMP Sederajat Faktor 1
Pengaruh akademik dan
infrastruktur sekolah
Faktor 2 Tingkat angka partisipasi
SMA Sederajat
Faktor 1 Penunjang kelulusan
Faktor 2 Pengaruh akademik dan sumberdaya pembangun sekolah
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4.4 Analisis Cluster Hierarchy Indikator Pendidikan
Formal Wajib Belajar 12 Tahun
Analisis cluster hierarchy pada indikator pendidikan
formal wajib belajar 12 tahun digunakan untuk mengelompokkan
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kesamaan
kondisi pendidikan. Analisis cluster hierarchy dilakukan pada
variabel-variabel yang baru terbentuk berdasarkan indikator
pendidikan formal wajib belajar 12 tahun.
4.4.1 Analisis Cluster Hierarchy Jenjang SD Sederajat
Analisis cluster hierarchy dilakukan pada variabel-variabel
yang baru terbentuk berdasarkan indikator pendidikan formal
jenjang SD sederajat menggunakan nilai score faktor yang
terlampir pada Lampiran 6.A. Beberapa metode yang digunakan
yaitu single linkage, average linkage, complete linkage, dan
metode ward. Berdasarkan keempat metode tersebut, dilakukan
penentuan metode terbaik menggunakan perhitungan Icdrate.
Semakin kecil nilai Icdrate, maka semakin baik hasil
pengelompokan yang dilakukan oleh metode tersebut. Hasil
perhitungan nilai Icdrate pada setiap metode dapat dilihat pada
Tabel 4.10 dan terlampir pada Lampiran 7.A.
Tabel 4.10 Nilai Icdrate Metode Cluster Hierarchy Jenjang SD Sederajat
Metode Cluster Jumlah Kelompok Nilai Icdrate
Single Linkage 4 kelompok 0,4298
Complete Linkage 3 kelompok 0,2848
Average Linkage 5 kelompok 0,1297
Metode Ward 4 kelompok 0,1816
Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa metode average linkage
memiliki kinerja lebih baik daripada metode lainnya dengan nilai
Icdrate sebesar 0,1297. Metode average linkage merupakan
metode yang memiliki prosedur pengelompokan berdasarkan
jarak rata-rata dari total jarak pengamatan. Penentuan jumlah
kelompok yang optimum diperoleh dari hasil perhitungan Pseudo
F-statistics. Nilai Pseudo F-statistics yang dipilih adalah nilai
yang paling tinggi. Adapun hasil perhitungan nilai Pseudo F-
35
statistics selengkapnya pada setiap metode dapat dilihat pada
Lampiran 7.A.
Tabel 4.11 Pseudo F-statistics Metode Average Linkage Jenjang SD Sederajat






Hasil perhitungan pada Tabel 4.11 didapatkan nilai Pseudo
F-statistics yang tertinggi sebanyak 5 kelompok sehingga dengan
5 kelompok tersebut menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki
kesamaan kondisi faktor pengaruh akademik sekolah serta tingkat
angka partisipasi dan sarana sekolah pada jenjang SD sederajat.
Gambar 4.4 Dendogram Average Linkage Jenjang SD Sederajat
Hasil keanggotaan kelompok setiap kabupaten/kota dapat
dilihat melalui dendogram yang telah digambarkan pada Gambar
4.4. Pada kelompok 1 terdiri dari 5 kabupaten/kota, kelompok 2
terdiri dari 4 kabupaten/kota, kelompok 3 terdiri dari 21
kabupaten/kota, kelompok 4 terdiri dari 7 kabupaten/kota, dan





































































































































































































































keanggotaan kabupaten/kota pada setiap kelompok berdasarkan
indikator pendidikan formal jenjang SD sederajat sebagai berikut.
Kelompok 1 : Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Pasuruan,
Kota Batu, dan Kab. Sidoarjo.
Kelompok 2 : Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan
Kota Blitar.
Kelompok 3 : Kota Probolinggo, Kab. Gresik, Kab. Mojokerto,
Kab. Jombang, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban,
Kab. Lamongan, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab.
Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan, Kab.
Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Blitar, Kab.
Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Malang,
Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, dan Kab.
Banyuwangi.
Kelompok 4 : Kab. Probolinggo, Kab. Bondowoso, Kab.
Situbondo, Kab. Jember, Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, dan Kab. Bangkalan.
Kelompok 5 : Kab. Sampang.
Masing-masing kelompok yang terbentuk memiliki
karakteristik yang berbeda. Berikut karakteristik tiap kelompok
yang dapat dilihat pada Tabel 4.12. Adapun perhitungan rata-rata
untuk karakteristik terlampir pada Lampiran 8.A.
Tabel 4.12 menunjukkan bahwa kelompok 4 dan kelompok
5 merupakan kelompok yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah
dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur supaya kondisi
pendidikan formal jenjang SD sederajat di setiap kabupaten/kota
Provinsi Jawa Timur seimbang. Hal tersebut dikarenakan
kelompok 4 yang beranggotakan Kab. Probolinggo, Kab.
Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Jember, Kab. Pamekasan,
Kab. Sumenep, dan Kab. Bangkalan memiliki angka putus
sekolah tertinggi. Sedangkan kelompok 5 yang beranggotakan
Kab. Sampang memiliki angka putus mengulang tertinggi.
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Tabel 4.12 Karakteristik Tiap Kelompok Jenjang SD Sederajat
Kelompok Kab/Kota Karakteristik
1
Kota Surabaya, Kota Malang,
Kota Pasuruan, Kota Batu, dan
Kab. Sidoarjo
Memiliki rasio murid dan
guru serta rasio murid dan
sekolah yang tinggi
2 Kota Madiun, Kota kediri, KotaMojokerto, dan Kota Blitar
Memiliki angka lulusan,
APK, dan APM tertinggi
3
Kota Probolinggo, Kab. Gresik,
Kab. Mojokerto, Kab. Jombang,
Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban,
Kab. Lamongan, Kab. Madiun,
Kab. Ngawi, Kab. Magetan,
Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan,
Kab. Kediri, Kab. Nganjuk,
Kab. Blitar, Kab. Tulungagung,
Kab. Trenggalek, Kab. Malang,







Kab. Jember, Kab. Pamekasan,







4.4.2 Analisis Cluster Hierarchy Jenjang SMP Sederajat
Analisis cluster hierarchy dilakukan pada variabel-variabel
yang baru terbentuk berdasarkan indikator pendidikan formal
jenjang SMP sederajat menggunakan nilai score faktor yang
terlampir pada Lampiran 6.B. Beberapa  metode yang digunakan
yaitu single linkage, average linkage, complete linkage, dan
metode ward. Berdasarkan keempat metode tersebut, dilakukan
penentuan metode terbaik menggunakan perhitungan Icdrate.
Hasil perhitungan nilai Icdrate pada setiap metode dapat dilihat
pada Tabel 4.13 dan terlampir pada Lampiran 7.B.
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Tabel 4.13 Nilai Icdrate Metode Cluster Jenjang SMP Sederajat
Metode Cluster Jumlah Kelompok Nilai Icdrate
Single Linkage 3 kelompok 0,7841
Complete Linkage 4 kelompok 0,1987
Average Linkage 3 kelompok 0,2965
Metode Ward 4 kelompok 0,1961
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai Icdrate terkecil yaitu
pada metode Ward sebesar 0,19612 artinya metode Ward
memiliki kinerja lebih baik daripada metode lainnya yang
digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Timur berdasarkan indikator pendidikan formal jenjang
SMP sederajat. Pada metode Ward, jarak antara dua kelompok
adalah jumlah kuadrat antara dua kelompok untuk seluruh
variabel. Penentuan jumlah kelompok optimal diperoleh dari
perhitungan nilai Pseudo F-statistics yang dapat dilihat pada
Tabel 4.14 dan selengkapnya terlampir pada Lampiran 7.B.
Tabel 4.14 Pseudo F-statistics Metode Ward Jenjang SMP Sederajat






Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai Pseudo F-statistics
tertinggi ada pada 4 kelompok sebesar 46,4534 yang berarti hasil
pengelompokan menggunakan metode Ward didapatkan
kelompok yang paling optimal sebanyak 4 kelompok. Setelah
melakukan penentuan jumlah kelompok yang optimal,
selanjutnya dilakukan pengelompokan setiap kabupaten/kota yang
memiliki kesamaan kondisi faktor pengaruh akademik dan
infrastruktur sekolah serta tingkat angka partisipasi jenjang SMP
sederajat berada dalam satu kelompok. Proses pengelompokan
dapat digambarkan dalam bentuk dendogram seperti pada
Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Dendogram Metode Ward Jenjang SMP Sederajat
Gambar 4.5 menjelaskan bahwa pada kelompok 1 terdiri
dari 15 kabupaten/kota, kelompok 2 terdiri dari 7 kabupaten/kota,
kelompok 3 terdiri dari 9 kabupaten/kota, dan kelompok 4 terdiri
dari 7 kabupaten/kota. Hasil keanggotaan kabupaten/kota pada
setiap kelompok dijelaskan sebagai berikut.
Kelompok 1 : Kota Surabaya, Kota Malang, Kota
Probolinggo, Kab. Gresik, Kab. Mojokerto,
Kab. Jombang, Kab. Bojonegoro, Kab.
Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab.
Pacitan, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung,
Kab. Trenggalek, dan Kab. Lumajang.
Kelompok 2 : Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Mojokerto,
Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Batu, dan
Kab. Ponorogo.
Kelompok 3 : Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban, Kab. Madiun,
Kab. Kediri, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab.
Pasuruan, Kab. Jember, dan Kab.
Banyuwangi.
Kelompok 4 : Kab. Probolinggo, Kab. Bondowoso, Kab.
Situbondo, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang,





































































































































































































































Masing-masing kelompok yang terbentuk memiliki
karakteristik yang berbeda. Berikut karakteristik tiap kelompok
yang dapat dilihat pada Tabel 4.15. Adapun perhitungan rata-rata
untuk karakteristik terlampir pada Lampiran 8.B.
Tabel 4.15 Karakteristik Tiap Kelompok Jenjang SMP Sederajat
Kelompok Kab/Kota Karakteristik
1
Kota Surabaya, Kota Malang, Kota
Probolinggo, Kab. Gresik, Kab.
Mojokerto, Kab. Jombang, Kab.
Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab.
Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Pacitan,
Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung,







Kota Madiun, Kota Kediri, Kota
Mojokerto, Kota Blitar, Kota







Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban, Kab.
Madiun, Kab. Kediri, Kab. Blitar,
Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab.





Kab. Probolinggo, Kab. Bondowoso,
Kab. Situbondo, Kab. Pamekasan,






Tabel 4.15 menunjukkan bahwa kelompok 4 yang
beranggotakan Kab. Probolinggo, Kab. Bondowoso, Kab.
Situbondo, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, dan
Kab. Bangkalan memiliki angka putus sekolah dan angka
mengulang tertinggi. Sehingga kelompok 4 merupakan kelompok
yang perlu diperhatikan dan ditangani oleh Pemerintah dan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur, supaya kondisi pendidikan
formal jenjang SMP sederajat di setiap kabupaten/kota Provinsi
Jawa Timur memiliki kondisi yang sama atau bisa dikatakan
kondisi yang seimbang.
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4.4.3 Analisis Cluster Hierarchy Jenjang SMA Sederajat
Analisis cluster hierarchy pada faktor-faktor baru yang
terbentuk berdasarkan indikator pendidikan formal jenjang SMA
sederajat menggunakan nilai score faktor yang terlampir pada
Lampiran 6.C. Untuk menentukan metode mana yang terbaik
dilakukan perhitungan nilai Icdrate. Semakin kecil nilai Icdrate-
nya, maka semakin baik hasil pengelompokan yang dilakukan
oleh metode tersebut.
Tabel 4.16 Nilai Icdrate Metode Cluster Jenjang SMA Sederajat
Metode Cluster Jumlah Kelompok Nilai Icdrate
Single Linkage 4 kelompok 0,1896
Complete Linkage 5 kelompok 0,1102
Average Linkage 3 kelompok 0,2161
Metode Ward 4 kelompok 0,1522
Tabel 4.16 diketahui bahwa metode complete linkage
memiliki kinerja lebih baik daripada metode lainnya dengan nilai
Icdrate sebesar 0,11017. Metode complete linkage memiliki
prosedur pengelompokan berdasarkan jarak maksimum.
Penentuan jumlah kelompok yang optimum pada complete
linkage berdasarkan nilai Pseudo F-statistics yang terkecil dapat
dilihat pada Tabel 4.17 dan selengkapnya terlampir pada
Lampiran 7.C.
Tabel 4.17 Pseudo F-statistics Metode Complete Linkage Jenjang SMA
Sederajat






Tabel 4.17 menunjukkan bahwa pengelompokan complete
linkage berdasarkan nilai Pseudo F-statistics yang paling tinggi
yaitu terbentuk 5 kelompok. Adapun hasil dendogram metode
complete linkage digambarkan pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Dendogram Complete Linkage Jenjang SMA Sederajat
Hasil yang didapatkan yaitu kelompok 1 terdapat 2
kabupaten/kota, untuk kelompok 2 terdapat 7 kabupaten/kota,
kelompok 3 terdapat 10 kabupaten/kota, kelompok 4 terdiri dari
11 kabupaten/kota, dan kelompok 5 terdiri dari 8 kabupaten/kota.
Berikut hasil keanggotaan kabupaten/kota pada setiap kelompok
menggunakan metode complete linkage berdasarkan indikator
pendidikan formal jenjang SMA sederajat.
Kelompok 1 : Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo.
Kelompok 2 : Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota
Mojokerto, Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan
Kota Probolinggo.
Kelompok 3 : Kota Batu, Kab. Jombang, Kab. Bojonegoro,
Kab. Lamongan, Kab. Ponorogo, Kab.
Tulungagung, Kab. Malang, Kab. Pasuruan,
Kab. Lumajang, dan Kab. Banyuwangi.
Kelompok 4 : Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kab. Tuban,
Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan,
Kab. Pacitan, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk,
Kab. Blitar, dan Kab. Trenggalek.
Kelompok 5 : Kab. Probolinggo, Kab. Bondowoso, Kab.





































































































































































































































Kab. Sampang, Kab. Sumenep, dan Kab.
Bangkalan.
Masing-masing kelompok yang terbentuk memiliki
karakteristik yang berbeda. Berikut karakteristik tiap kelompok
yang dapat dilihat pada Tabel 4.18. Adapun perhitungan rata-rata
untuk karakteristik terlampir pada Lampiran 8.C.
Tabel 4.18 Karakteristik Tiap Kelompok Jenjang SMA Sederajat
Kelompok Kab/Kota Karakteristik






Kota Malang, Kota Madiun, Kota
Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blitar,







Kota Batu, Kab. Jombang, Kab.
Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab.
Ponorogo, Kab. Tulungagung, Kab.
Malang, Kab. Pasuruan, Kab.






Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kab.
Tuban, Kab. Madiun, Kab. Ngawi,
Kab. Magetan, Kab. Pacitan, Kab.







Kab. Probolinggo, Kab. Bondowoso,
Kab. Situbondo, Kab. Jember, Kab.
Pamekasan, Kab. Sampang, Kab.




Tabel 4.18 menunjukkan bahwa kelompok 3 memiliki
angka putus sekolah dan angka mengulang yang cukup tinggi,
kelompok 4 memiliki angka lulusan rendah, dan kelompok 5
memiliki angka putus dan angka mengulang tertinggi. Sehingga
kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 merupakan kelompok
yang perlu diperhatikan dan ditangani oleh Pemerintah dan Dinas
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Pendidikan Provinsi Jawa Timur, supaya kondisi pendidikan
formal jenjang SMA sederajat di setiap kabupaten/kota Provinsi






Indikator pendidikan formal wajib belajar 12 tahun
meliputi APK, APM, angka putus sekolah, angka mengulang,
angka lulusan, rasio murid dan guru, serta rasio murid dan
sekolah. Kondisi indikator pendidikan formal wajib belajar 12
tahun pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih
tidak seimbang, sehingga ada beberapa kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Timur yang masih terjadi permasalahan mengenai
pendidikan.
Analisis cluster dari 38 kabupaten/kota berdasarkan
indikator pendidikan formal wajib belajar 12 tahun sebagai
berikut.
1. Jenjang SD sederajat terbentuk 5 kelompok dengan metode
average linkage. Kelompok 1 memiliki rasio murid dan
guru serta rasio murid dan sekolah yang tinggi. Kelompok
2 memiliki angka lulusan, APK, dan APM tertinggi.
Kelompok 3 memiliki angka lulusan yang cukup tinggi.
Kelompok 4 memiliki angka putus sekolah tertinggi.
Kelompok 5 memiliki angka mengulang tertinggi.
2. Jenjang SMP sederajat terbentuk 4 kelompok dengan
metode Ward. Kelompok 1 memiliki angka lulusan, rasio
murid dan guru, APK, serta APM yang cukup tinggi.
Kelompok 2 memiliki angka lulusan, rasio murid dan
sekolah, APK, dan APM tertinggi. Kelompok 3 memiliki
rasio murid dan guru tertinggi. Kelompok 4 memiliki
angka putus sekolah dan angka mengulang tertinggi.
3. Jenjang SMA terbentuk 5 kelompok dengan metode
complete linkage. Kelompok 1 memiliki angka lulusan
serta rasio murid dan guru tertinggi. Kelompok 2 memiliki
APK, APM, serta rasio murid dan sekolah tertinggi.
Kelompok 3 memiliki angka putus sekolah dan angka
mengulang yang cukup tinggi. Kelompok 4 memiliki angka
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lulusan dan angka mengulang yang rendah. Kelompok 5
memiliki angka putus sekolah dan angka mengulang
tertinggi.
5.2 Saran
Saran yang diberikan yaitu dalam melakukan perbaikan
masalah pendidikan formal wajib belajar 12 tahun, sebaiknya
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur lebih memperhatikan
kelompok-kelompok kabupaten/kota yang memiliki karakteristik
yang sama yaitu kondisi angka lulusan rendah, serta angka putus
sekolah dan angka mengulang tertinggi pada setiap jenjang.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Indikator Pendidikan Formal Wajib Belajar 12 Tahun
Lampiran 1.A Data Indikator Pendidikan Formal Jenjang SD Sederajat









1 Kota Surabaya 114,285 103,530 0,007 0,340 100,000 17,009 296,987
2 Kota Malang 114,775 108,390 0,020 0,990 100,000 15,414 242,089
3 Kota Madiun 134,175 126,000 0,010 0,490 100,000 13,278 232,357
4 Kota Kediri 141,155 112,780 0,010 0,230 100,000 15,981 215,741
5 Kota Mojokerto 138,085 113,470 0,010 0,390 100,000 15,389 229,058
6 Kota Blitar 141,805 127,160 0,010 0,650 100,000 14,164 255,157
7 Kota Pasuruan 118,455 108,260 0,100 1,130 99,970 17,057 256,427
8 Kota Probolinggo 113,205 103,150 0,020 1,050 100,000 14,930 181,702
9 Kota Batu 127,615 103,480 0,040 1,090 100,000 11,399 261,909
10 Kab. Gresik 108,285 96,940 0,020 0,510 100,000 13,524 165,940
11 Kab. Sidoarjo 108,735 97,630 0,010 0,020 100,000 18,855 287,609
12 Kab. Mojokerto 115,155 99,790 0,010 0,400 100,000 13,568 191,197
13 Kab. Jombang 108,065 96,450 0,010 0,890 99,990 13,146 156,544
14 Kab. Bojonegoro 116,215 99,790 0,010 0,530 100,000 11,868 123,598
15 Kab. Tuban 109,775 98,220 0,050 1,020 100,000 12,515 143,994
16 Kab. Lamongan 113,665 99,800 0,010 0,050 100,000 9,182 106,321
17 Kab. Madiun 111,965 94,130 0,010 0,910 99,980 11,631 129,347
18 Kab. Ngawi 118,365 99,460 0,020 0,720 100,000 11,798 126,774
19 Kab. Magetan 109,865 95,790 0,030 1,390 100,000 9,538 97,007
20 Kab. Ponorogo 112,885 99,610 0,030 1,540 99,940 10,091 115,317
21 Kab. Pacitan 108,755 99,890 0,030 1,630 100,000 8,910 96,714
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22 Kab. Kediri 107,785 95,610 0,010 1,560 99,970 14,799 172,982
23 Kab. Nganjuk 115,965 99,230 0,020 0,820 100,000 14,308 147,979
24 Kab. Blitar 106,125 95,420 0,070 1,730 100,000 10,896 124,116
25 Kab. Tulungagung 108,445 98,950 0,040 1,450 100,000 10,690 131,839
26 Kab. Trenggalek 119,475 97,940 0,110 1,090 100,000 11,958 125,789
27 Kab. Malang 112,745 96,480 0,060 2,170 100,000 16,784 179,796
28 Kab. Pasuruan 115,125 96,930 0,130 1,840 100,000 15,937 149,703
29 Kab. Probolinggo 127,725 97,440 0,210 2,260 99,760 11,775 128,779
30 Kab. Lumajang 109,085 100,070 0,060 2,060 100,000 12,318 133,701
31 Kab. Bondowoso 113,165 99,440 0,220 2,280 100,000 9,989 123,979
32 Kab. Situbondo 113,905 93,830 0,180 2,260 99,800 8,164 118,665
33 Kab. Jember 108,565 96,750 0,160 1,770 99,800 14,558 177,840
34 Kab. Banyuwangi 110,795 98,710 0,030 1,370 100,000 15,031 157,251
35 Kab. Pamekasan 114,675 98,400 0,160 2,050 99,760 9,507 129,325
36 Kab. Sampang 107,165 93,740 0,390 3,380 99,540 10,469 111,347
37 Kab. Sumenep 114,465 94,260 0,270 2,140 99,690 7,003 85,892
38 Kab. Bangkalan 114,745 97,850 0,200 2,000 99,870 15,179 148,286
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Lampiran 1.B Data Indikator Pendidikan Formal Jenjang SMP Sederajat









1 Kota Surabaya 110,680 95,430 0,009 0,030 99,950 11,254 336,187
2 Kota Malang 117,710 95,120 0,160 0,061 99,410 13,394 340,760
3 Kota Madiun 122,350 104,530 0,050 0,037 99,500 9,755 347,423
4 Kota Kediri 137,590 116,010 0,170 0,059 100,000 11,939 431,854
5 Kota Mojokerto 126,940 103,930 0,040 0,055 99,240 10,163 350,100
6 Kota Blitar 137,490 115,190 0,040 0,017 99,450 8,865 338,577
7 Kota Pasuruan 126,240 101,810 0,190 0,046 99,400 11,548 278,641
8 Kota Probolinggo 117,000 97,750 0,170 0,022 99,230 12,256 288,568
9 Kota Batu 117,820 97,270 0,350 0,041 99,200 7,938 343,200
10 Kab. Gresik 100,940 89,880 0,160 0,060 99,950 10,040 235,736
11 Kab. Sidoarjo 101,410 86,700 0,050 0,039 99,870 15,201 431,476
12 Kab. Mojokerto 113,220 95,310 0,320 0,050 98,890 11,919 276,806
13 Kab. Jombang 105,490 90,610 0,160 0,061 99,360 9,171 245,845
14 Kab. Bojonegoro 107,780 96,120 0,230 0,040 99,220 11,661 261,285
15 Kab. Tuban 102,960 86,550 0,220 0,040 98,970 13,261 297,967
16 Kab. Lamongan 104,620 86,390 0,040 0,019 99,960 7,671 177,703
17 Kab. Madiun 99,060 81,370 0,070 0,050 98,930 11,188 355,075
18 Kab. Ngawi 97,700 91,400 0,060 0,041 99,700 10,683 266,092
19 Kab. Magetan 110,800 92,040 0,070 0,009 99,860 9,925 332,841
20 Kab. Ponorogo 110,100 99,480 0,290 0,060 98,750 9,651 230,526
21 Kab. Pacitan 97,280 89,450 0,270 0,029 98,980 8,167 185,000
22 Kab. Kediri 104,340 85,930 0,350 0,010 99,010 12,776 360,351
23 Kab. Nganjuk 109,450 89,600 0,470 0,030 98,880 10,917 338,773
24 Kab. Blitar 100,430 85,300 0,410 0,099 98,720 12,233 322,329
25 Kab. Tulungagung 105,880 92,360 0,270 0,100 98,760 11,001 407,137
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26 Kab. Trenggalek 103,860 87,420 0,390 0,049 98,710 9,761 314,663
27 Kab. Malang 99,650 80,040 0,470 0,110 99,120 12,629 224,872
28 Kab. Pasuruan 99,930 93,150 0,360 0,100 99,390 13,330 217,671
29 Kab. Probolinggo 96,110 75,770 0,680 0,210 98,020 6,861 118,190
30 Kab. Lumajang 99,280 98,690 0,520 0,100 99,140 9,579 184,089
31 Kab. Bondowoso 98,430 87,760 0,510 0,199 97,870 8,165 125,878
32 Kab. Situbondo 99,550 91,390 0,640 0,149 98,120 7,759 144,276
33 Kab. Jember 99,590 80,980 0,500 0,180 98,660 11,287 211,505
34 Kab. Banyuwangi 100,570 85,540 0,330 0,089 99,430 11,673 269,852
35 Kab. Pamekasan 99,270 83,740 0,560 0,130 98,540 5,751 124,716
36 Kab. Sampang 94,600 74,660 0,690 0,230 96,760 8,065 112,021
37 Kab. Sumenep 96,040 75,360 0,530 0,230 98,050 5,163 82,656
38 Kab. Bangkalan 96,380 86,310 0,500 0,159 98,500 8,291 139,681
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Lampiran 1.C Data Indikator Pendidikan Formal Jenjang SMA Sederajat











1 Kota Surabaya 105,93 98,06 0,09 0,08 99,79 15,007 462,817
2 Kota Malang 106,80 95,78 0,49 0,09 99,10 10,358 415,682
3 Kota Madiun 111,69 89,98 0,42 0,10 98,85 7,656 342,022
4 Kota Kediri 118,04 99,77 0,49 0,08 98,82 11,633 580,538
5 Kota Mojokerto 109,71 90,58 0,68 0,08 98,72 10,726 524,652
6 Kota Blitar 119,73 97,45 0,56 0,09 98,95 11,997 576,667
7 Kota Pasuruan 105,86 90,38 0,67 0,11 99,10 11,338 496,600
8 Kota Probolinggo 113,86 90,02 0,68 0,09 98,73 8,338 325,571
9 Kota Batu 89,25 66,51 0,51 0,09 98,61 9,701 356,692
10 Kab. Gresik 87,34 71,63 0,30 0,06 98,72 9,305 287,179
11 Kab. Sidoarjo 88,05 80,57 0,23 0,07 99,38 12,396 435,304
12 Kab. Mojokerto 78,81 68,24 0,50 0,03 98,05 10,197 290,746
13 Kab. Jombang 96,36 80,68 0,59 0,04 99,18 9,910 337,399
14 Kab. Bojonegoro 85,60 73,20 0,70 0,04 98,84 8,445 289,550
15 Kab. Tuban 74,35 59,35 0,47 0,05 98,52 9,340 326,486
16 Kab. Lamongan 93,35 75,07 0,37 0,05 99,17 7,621 238,263
17 Kab. Madiun 68,75 56,17 0,34 0,02 98,04 9,280 397,732
18 Kab. Ngawi 85,63 64,23 0,36 0,01 98,21 11,857 399,333
19 Kab. Magetan 91,63 82,45 0,34 0,02 98,12 9,077 374,438
20 Kab. Ponorogo 83,57 74,90 0,50 0,05 98,58 7,044 274,766
21 Kab. Pacitan 70,81 60,76 0,47 0,09 98,09 7,427 300,492
22 Kab. Kediri 66,15 62,31 0,56 0,06 97,95 10,048 336,727
23 Kab. Nganjuk 76,07 64,69 0,45 0,04 98,51 11,229 366,255
24 Kab. Blitar 68,89 55,58 0,69 0,04 98,01 11,443 352,805
25 Kab. Tulungagung 76,80 59,11 0,72 0,10 98,19 10,010 488,301
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26 Kab. Trenggalek 75,85 59,68 0,52 0,08 98,21 9,391 378,356
27 Kab. Malang 68,75 60,75 0,64 0,17 99,34 8,955 279,669
28 Kab. Pasuruan 89,70 72,99 0,37 0,13 98,84 9,358 247,492
29 Kab. Probolinggo 63,50 47,07 1,10 0,29 97,80 6,158 185,000
30 Kab. Lumajang 69,93 55,98 0,76 0,12 98,17 8,007 263,342
31 Kab. Bondowoso 78,71 49,76 1,09 0,28 96,98 7,684 186,246
32 Kab. Situbondo 67,48 50,68 1,08 0,27 97,09 10,235 248,800
33 Kab. Jember 69,04 59,27 0,93 0,26 98,89 10,633 260,204
34 Kab. Banyuwangi 89,48 71,39 0,68 0,09 98,92 12,089 356,164
35 Kab. Pamekasan 70,04 60,74 0,95 0,25 97,81 6,445 170,068
36 Kab. Sampang 58,31 39,01 1,12 0,30 96,96 6,545 130,370
37 Kab. Sumenep 72,69 59,62 1,04 0,28 98,20 8,127 146,938
38 Kab. Bangkalan 64,30 50,98 0,85 0,27 97,37 3,960 184,816
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Lampiran 2. Hasil Deskripsi Pendidikan Formal Wajib
Belajar 12 Tahun
Lampiran 2.A Hasil Deskripsi Jenjang SD Sederajat
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
APK 38 106,125 141,805 115,92737 9,330313
APM 38 93,740 127,160 100,91500 7,689477
Angka_Putus_Sekolah 38 ,007 ,390 ,07334 ,090082
Angka_Mengulang 38 ,020 3,380 1,26842 ,763950
Angka_Lulusan 38 99,540 100,000 99,94921 ,107512
Rasio_MuridGuru 38 7,003 18,855 12,85821 2,801677
Rasio_MuridSekolah 38 85,892 296,987 164,71205 56,654390
Valid N (listwise) 38
Lampiran 2.B Hasil Deskripsi Jenjang SMP Sederajat
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
APK 38 94,600 137,590 107,06684 11,192072
APM 38 74,660 116,010 91,21947 9,428622
Angka_Putus_Sekolah 38 ,009 ,690 ,29734 ,200440
Angka_Mengulang 38 ,009 ,230 ,08000 ,063027
Angka_Lulusan 38 96,760 100,000 99,03947 ,677004
Rasio_MuridGuru 38 5,163 15,201 10,28661 2,242287
Rasio_MuridSekolah 38 82,656 431,854 264,48216 93,626361
Valid N (listwise) 38
Lampiran 2.C Hasil Deskripsi Jenjang SMA Sederajat
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
APK 38 58,31 119,73 84,4950 16,96299
APM 38 39,01 99,77 69,6155 15,90501
Angka_Putus_Sekolah 38 ,09 1,12 ,6134 ,25950
Angka_Mengulang 38 ,01 ,30 ,1150 ,08983
Angka_Lulusan 38 96,96 99,79 98,4424 ,66679
Rasio_MuridGuru 38 3,96 15,01 9,4466 2,11040
Rasio_MuridSekolah 38 130,37 580,54 331,9601 112,91782
Valid N (listwise) 38
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Lampiran 3. Analisis Faktor Jenjang SD Sederajat
Lampiran 3.A Asumsi KMO dan Uji Bartlett Sphericity
Jenjang SD Sederajat
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,683
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 188,152
df 21
Sig. ,000
Lampiran 3.B Total Variance Explained Jenjang SD Sederajat
Total Variance Explained
Component








1 3,810 54,427 54,427 3,810 54,427 54,427
2 1,485 21,211 75,638 1,485 21,211 75,638
3 ,979 13,979 89,617
4 ,309 4,407 94,024
5 ,210 2,996 97,020
6 ,116 1,662 98,682
7 ,092 1,318 100,000























Lampiran 4. Analisis Faktor Indikator Pendidikan Formal
Jenjang SMP Sederajat
Lampiran 4.A Asumsi KMO dan Uji Bartlett Sphericity
Jenjang SMP Sederajat
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,780
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 202,898
Df 21
Sig. ,000
Lampiran 4.B Total Variance Explained Jenjang SMP Sederajat
Total Variance Explained
Component








1 4,499 64,266 64,266 4,499 64,266 64,266
2 1,114 15,911 80,178 1,114 15,911 80,178
3 ,668 9,541 89,719
4 ,279 3,991 93,709
5 ,209 2,988 96,698
6 ,141 2,014 98,712
7 ,090 1,288 100,000























Lampiran 5. Analisis Faktor Indikator Pendidikan Formal
Jenjang SMA Sederajat
Lampiran 5.A Asumsi KMO dan Uji Bartlett Sphericity
Jenjang SMA Sederajat
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,770
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 233,597
Df 21
Sig. ,000















1 4,613 65,906 65,906 4,613 65,906 65,906
2 ,920 13,141 79,047 ,920 13,141 79,047
3 ,686 9,802 88,849
4 ,451 6,441 95,290
5 ,162 2,307 97,597
6 ,132 1,893 99,490
7 ,036 ,510 100,000























Lampiran 6. Nilai Score Faktor
Lampiran 6.A Nilai Score Faktor Jenjang SD Sederajat
No Kabupaten/Kota Score FaktorFaktor 1 faktor 2
1 Kota Surabaya 1,04192 0,77287
2 Kota Malang 0,58667 0,70549
3 Kota Madiun 0,12884 2,38225
4 Kota Kediri 0,34175 2,07955
5 Kota Mojokerto 0,3183 2,0053
6 Kota Blitar -0,05306 2,96294
7 Kota Pasuruan 0,08041 1,18272
8 Kota Probolinggo 0,61128 0,02939
9 Kota Batu 0,11579 0,9904
10 Kab. Gresik 0,92428 -0,67123
11 Kab. Sidoarjo 1,39873 0,2533
12 Kab. Mojokerto 0,84989 -0,07953
13 Kab. Jombang 0,78005 -0,77764
14 Kab. Bojonegoro 0,68195 -0,45489
15 Kab. Tuban 0,50918 -0,65648
16 Kab. Lamongan 0,79982 -0,79052
17 Kab. Madiun 0,61394 -0,9107
18 Kab. Ngawi 0,52718 -0,34482
19 Kab. Magetan 0,34552 -1,19513
20 Kab. Ponorogo -0,00286 -0,65059
21 Kab. Pacitan 0,20428 -1,06974
22 Kab. Kediri 0,54497 -0,64934
23 Kab. Nganjuk 0,64875 -0,24126
24 Kab. Blitar 0,1913 -1,1351
25 Kab. Tulungagung 0,33209 -0,85225
26 Kab. Trenggalek 0,00284 -0,24293
27 Kab. Malang 0,17999 -0,21212
28 Kab. Pasuruan -0,09797 -0,1648
29 Kab. Probolinggo -1,8957 0,59681
30 Kab. Lumajang 0,05579 -0,65142
31 Kab. Bondowoso -0,88537 -0,42681
32 Kab. Situbondo -1,44764 -0,57782
33 Kab. Jember -0,82785 -0,08947
34 Kab. Banyuwangi 0,54237 -0,42365
35 Kab. Pamekasan -1,43944 -0,1537
36 Kab. Sampang -3,48394 -0,17322
37 Kab. Sumenep -2,26315 -0,46687
38 Kab. Bangkalan -0,96093 0,10099
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Lampiran 6.B Nilai Score Faktor Jenjang SMP Sederajat
No Kabupaten/Kota Score FaktorFaktor 1 Faktor 2
1 Kota Surabaya 1,01123 0,38956
2 Kota Malang 0,9128 0,25983
3 Kota Madiun 0,11282 1,57133
4 Kota Kediri 0,26814 2,45135
5 Kota Mojokerto -0,00763 1,66294
6 Kota Blitar -0,5315 2,94871
7 Kota Pasuruan 0,07873 1,27799
8 Kota Probolinggo 0,55351 0,56447
9 Kota Batu -0,44448 1,14556
10 Kab. Gresik 0,51578 -0,20071
11 Kab. Sidoarjo 2,35666 -1,12187
12 Kab. Mojokerto 0,21241 0,23798
13 Kab. Jombang 0,06248 0,14794
14 Kab. Bojonegoro 0,42894 0,13432
15 Kab. Tuban 1,07891 -0,83496
16 Kab. Lamongan 0,12692 0,22495
17 Kab. Madiun 1,08167 -0,92232
18 Kab. Ngawi 0,84069 -0,32799
19 Kab. Magetan 0,77982 0,40926
20 Kab. Ponorogo -0,47659 0,67394
21 Kab. Pacitan -0,26582 -0,14433
22 Kab. Kediri 1,1395 -0,7726
23 Kab. Nganjuk 0,29251 -0,12903
24 Kab. Blitar 0,53117 -0,97672
25 Kab. Tulungagung 0,41174 -0,14189
26 Kab. Trenggalek 0,08113 -0,29592
27 Kab. Malang 0,50055 -1,34292
28 Kab. Pasuruan 0,57812 -0,69526
29 Kab. Probolinggo -1,77746 -0,99939
30 Kab. Lumajang -0,63946 0,07687
31 Kab. Bondowoso -1,62712 -0,40692
32 Kab. Situbondo -1,61704 -0,1179
33 Kab. Jember -0,2684 -1,16022
34 Kab. Banyuwangi 0,60982 -0,80071
35 Kab. Pamekasan -1,64005 -0,16127
36 Kab. Sampang -2,00054 -1,36809
37 Kab. Sumenep -2,14059 -0,71222
38 Kab. Bangkalan -1,12938 -0,54375
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Lampiran 6.C Nilai Score Faktor Jenjang SMA Sederajat
NO Kabupaten/Kota Score FaktorFaktor 1 Faktor 2
1 Kota Surabaya 1,58306 1,18649
2 Kota Malang 1,50448 -0,10717
3 Kota Madiun 1,21388 -0,35284
4 Kota Kediri 2,08554 -0,04877
5 Kota Mojokerto 1,62322 -0,29703
6 Kota Blitar 2,2011 -0,21036
7 Kota Pasuruan 1,67834 -0,34549
8 Kota Probolinggo 1,41328 -0,78943
9 Kota Batu -0,00873 0,36037
10 Kab. Gresik -0,26007 0,83355
11 Kab. Sidoarjo 0,46238 1,2123
12 Kab. Mojokerto -0,69903 0,85886
13 Kab. Jombang 0,64184 0,25848
14 Kab. Bojonegoro 0,01505 0,13043
15 Kab. Tuban -0,85291 0,95296
16 Kab. Lamongan 0,05683 0,45745
17 Kab. Madiun -1,33536 1,54547
18 Kab. Ngawi -0,53451 1,42517
19 Kab. Magetan 0,00109 0,82326
20 Kab. Ponorogo -0,26554 0,32143
21 Kab. Pacitan -1,01722 0,54213
22 Kab. Kediri -1,05066 0,85994
23 Kab. Nganjuk -0,60683 1,15611
24 Kab. Blitar -1,02828 0,90248
25 Kab. Tulungagung -0,29425 0,3022
26 Kab. Trenggalek -0,69315 0,67564
27 Kab. Malang -0,3152 -0,06032
28 Kab. Pasuruan 0,08402 0,19404
29 Kab. Probolinggo -0,78786 -1,82885
30 Kab. Lumajang -0,86325 -0,10463
31 Kab. Bondowoso -0,53204 -1,94245
32 Kab. Situbondo -0,67921 -1,40944
33 Kab. Jember 0,02325 -1,05021
34 Kab. Banyuwangi 0,41709 0,19341
35 Kab. Pamekasan -0,48708 -1,55253
36 Kab. Sampang -1,43252 -1,80214
37 Kab. Sumenep
-0,15364 -1,79363
38 Kab. Bangkalan -1,10711 -1,49687
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Lampiran 7. Nilai Pseudo F-Statistics dan Icdrate
Lampiran 7.A Nilai Pseudo F-Statistics dan Icdrate Jenjang
SD Sederajat





2 Kelompok 73,99997 61,5033 0,1689 7,3148 0,8311
3 Kelompok 73,99997 57,0734 0,2287 5,1901 0,7713
4 Kelompok 73,99997 31,8074 0,5702 15,0337 0,4298
Complete
Linkage
2 Kelompok 73,99997 46,1709 0,3761 21,6986 0,6239
3 Kelompok 73,99997 21,0724 0,7152 43,9547 0,2848
Average
Linkage
2 Kelompok 73,99997 61,5033 0,1689 7,3148 0,8311
3 Kelompok 73,99997 36,6399 0,5049 17,8440 0,4951
4 Kelompok 73,99997 17,2300 0,7672 37,3414 0,2328
5 Kelompok 73,99997 9,5996 0,8703 55,3466 0,1297
6 Kelompok 73,99997 8,1395 0,8900 51,7856 0,1100
Metode
Ward
2 Kelompok 73,99997 49,2033 0,3351 18,1427 0,6649
3 Kelompok 73,99997 19,4371 0,7373 49,1252 0,2627
4 Kelompok 73,99997 13,4420 0,8184 51,0584 0,1816
5 Kelompok 73,99997 11,6730 0,8423 44,0503 0,1577
Lampiran 7.B Nilai Pseudo F-Statistics dan Icdrate Jenjang
SMP Sederajat





2 Kelompok 73,99993 67,0034 0,0945 3,7592 0,9055
3 Kelompok 73,99993 58,0249 0,2159 4,8180 0,7841
Complete
Linkage
2 Kelompok 73,99993 53,9783 0,2706 13,3531 0,7294
3 Kelompok 73,99993 26,8919 0,6366 30,6557 0,3634
4 Kelompok 73,99993 14,7009 0,8013 45,7153 0,1987
Average
Linkage
2 Kelompok 73,99993 45,8153 0,3809 22,1464 0,6191
3 Kelompok 73,99993 21,9376 0,7035 41,5309 0,2965
Metode
Ward
2 Kelompok 73,99993 45,8153 0,3809 22,1464 0,6191
3 Kelompok 73,99993 21,9376 0,7035 41,5309 0,2965
4 Kelompok 73,99993 14,5131 0,8039 46,4534 0,1961
5 Kelompok 73,99993 11,5764 0,8436 44,4864 0,1564
6 Kelompok 73,99993 9,8478 0,8669 41,6919 0,1331
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Lampiran 7.C Nilai Pseudo F-Statistics dan Icdrate Jenjang
SMA Sederajat
Lampiran 8. Hasil Analisis Cluster





















kelompok 1 0,035 0,714 99,994 116,773 104,258 15,947 269,004
kelompok 2 0,010 0,440 100,000 138,805 119,853 14,703 233,078
kelompok 3 0,037 1,178 99,994 111,988 98,208 12,544 140,839
kelompok 4 2,109 2,109 99,811 115,321 96,853 10,882 130,395
kelompok 5 0,390 3,380 99,540 107,165 93,740 10,469 111,347
Metode JumlahKelompok SST SSW R
2 Pseudo F Icdrate
Single
Linkage
2 Kelompok 74 69,9803 0,0543 2,0678 0,9457
3 Kelompok 74 40,8863 0,4475 14,1732 0,5525
4 Kelompok 74 14,0311 0,8104 48,4387 0,1896
Complete
Linkage
2 Kelompok 74 46,4035 0,3729 21,4095 0,6271
3 Kelompok 74 17,7684 0,7599 55,3823 0,2401
4 Kelompok 74 12,3440 0,8332 56,6080 0,1668
5 Kelompok 74 8,1523 0,8898 66,6365 0,1102
6 Kelompok 74 7,1054 0,9040 60,2531 0,0960
Average
Linkage
2 Kelompok 74 43,5396 0,4116 25,1856 0,5884
3 Kelompok 74 15,9909 0,7839 63,4838 0,2161
Metode
Ward
2 Kelompok 74 44,3822 0,4002 24,0241 0,5998
3 Kelompok 74 17,9780 0,7571 54,5326 0,2429
4 Kelompok 74 11,2622 0,8478 63,1340 0,1522
5 Kelompok 74 8,6802 0,8827 62,0821 0,1173
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kelompok 1 0,220 0,047 99,333 10,493 279,432 106,779 92,505
kelompok 2 0,161 0,045 99,363 9,980 331,474 125,504 105,460
kelompok 3 0,307 0,080 99,122 12,620 299,011 100,882 85,062
kelompok 4 0,587 0,187 97,980 7,151 121,060 97,197 82,141
Lampiran 8.C Hasil Analisis Cluster Jenjang SMA Sederajat
Kelompok


















Kelompok 1 96,99 89,32 99,59 449,061 0,16 0,08 13,702
Kelompok 2 112,24 93,42 98,90 465,962 0,57 0,09 10,292
Kelompok 3 84,28 69,06 98,78 313,164 0,58 0,09 9,114
Kelompok 4 76,75 64,10 64,10 346,414 0,46 0,05 9,872
Kelompok 5 68,01 52,14 97,64 189,055 1,02 0,28 7,473
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Lampiran 9. Surat Perizinan Pengambilan Data
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Lampiran 10. Surat Pernyataan Keaslian Data
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